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Women's involvement in disaster management activities is still lacking because their
activities are still dominated by men. This research aims to analyze the implementation
of disaster risk reduction policies for women in Bantul Regency. This research uses
policy implementation theory according to George Edward III (1980) which has 4
indicators, namely communication indicators, resource indicators, disposition
indicators and bureaucratic structure indicators. The research uses qualitative
methods with primary data collection techniques through direct interviews and
secondary data obtained from scientific articles, mass media and other relevant
documents. The research results show that access or involvement of women in Bantul
Regency in disaster risk reduction activities is still lacking. This is evidenced by the
absence of formal agreements with women's communities in non-structural mitigation
efforts, no gender-specific planning and budgeting, lack of access to management of
refugee camps, lack of involvement in disaster management activities because they are
dominated by the government and other stakeholders, and lack of programs and
policies related to gender sensitive disaster management.
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Keterlibatan perempuan dalam kegiatan penanggulangan bencana masih kurang
karena dalam kegiatannya masih didominasi oleh laki-laki. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana terhadap
perempuan di Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini menggunakan teori
implementasi kebijakan menurut George Edward III (1980) yang memiliki 4 indikator
yaitu indikator komunikasi, indikator sumber daya, indikator disposisi dan indikator
struktur birokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik
pengumpulan data primer melalui wawancara secara langsung dan data sekunder yang
diperoleh dari artikel ilmiah, media massa dan dokumen relevan lainnya. Hasil
penelitian menunjukan akses atau keterlibatan perempuan di Kabupaten Bantul dalam
kegiatan pengurangan risiko bencana masih kurang. Hal tersebut dibuktikan dengan
belum adanya perjanjian formal dengan komunitas perempuan dalam upaya mitigasi
non-struktural, belum ada perencanaan dan penganggaran khusus gender, kurang
mendapatkan akses dalam pengelolaan tempat pengungsian, kurang terlibat dalam
kegiatan penanganan bencana karena telah didominasi oleh pemerintah dan
stakeholder lain, dan kurangnya program serta kebijakan terkait penanganan bencana
yang sensitif gender.

I. PENDAHULUAN

Keadaan geografi Indonesia menjadikannya
salah satu negara yang paling rentan terhadap
berbagai macam bencana alam (Hadi et al,
2019). Ketika bencana alam melanda, kerentanan
perempuan, anak perempuan, dan remaja akan
meningkat (Suyito et al, 2019). Dalam situasi
bencana, implikasi dan dampak kerentanan yang
dialami berbeda antara laki-laki dan perempuan
(Nuriana et al, 2020). Menurut data yang
diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB), diperkirakan 25% perempuan
yang tertimpa bencana alam adalah perempuan
usia subur. Diperkirakan sekitar 4% dari
populasi wanita usia subur sedang hamil, dan

sekitar 15% hingga 20% dari wanita hamil ter-
sebut mengalami komplikasi selama kehamilan
mereka yang disebabkan oleh kondisi yang
terjadi (BNPB, 2015).

Posisi perempuan ketika terjadi bencana
masih relatif rentan (Lestari, 2014). Perempuan
seringkali tidak dilibatkan dalam perencanaan
program pengurangan risiko bencana (Ananda et
al,, 2019). Implikasinya, tidak sedikit perempuan
yang minim keterampilan terhadap mitigasi
bencana secara teoritis maupun praktis (Dewi et
al, 2020). Perempuan dikatakan sebagai salah
satu kelompok rentan karena perempuan
mempunyai keterbatasan dan berkebutuhan
khusus sehingga Dberesiko tinggi terkena
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ancaman bencana (Siregar & Wibowo, 2019).
Perempuan memerlukan perlindungan dan
perlakuan khusus agar dapat bertahan dalam
situasi bencana. Perempuan memiliki masa
pemulihan yang lebih lama dibandingkan laki-
laki pada pascabencana.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu
daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang
memiliki indeks risiko bencana yang tinggi.
Bencana alam yang ada di Kabupaten Bantul
diantaranya banijir, tanah longsor, gempa bumi,
tsunami, angin kencang, kekeringan, kebakaran
hutan, gelombang ekstrim, dan abrasi. Menurut
informasi yang dihimpun Pemerintah Kabupaten
Bantul, bencana alam terjadi hampir setiap
tahun.

Tabel 1. Indeks Risiko Bencana di Kabupaten
Bantul
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Melalui data dari Indeks Risiko Bencana
Indonesia (IRBI) 2021, dapat diketahui bahwa
Kabupaten Bantul berada pada wilayah yang
memiliki kelas risiko tinggi (Badan Nasional

Penanggulangan Bencana, 2021). Tingginya
indeks risiko bencana menjadikan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Bantul menaruh perhatian lebihnya
kepada kelompok rentan terhadap bencana
melalui  implementasi  kebijakan = dalam
mengurangi risiko bencana khususnya kepada
perempuan. Adanya kebijakan pengurangan
risiko bencana bagi kelompok rentan dapat
meningkatkan pengelolaan sumber daya dalam
rangka mengurangi risiko bencana (Julius et al.,
2020). Implementasi kebijakan pengurangan
risiko bencana salah satunya melalui program
pendidikan formal (Rahma, 2018). Pendidikan
formal dapat menyasar secara luas mulai dari
anak-anak hingga remaja.

Pendekatan langkah-demi-langkah  untuk
manajemen bencana dengan melibatkan perem-
puan dalam peringatan dini, keadaan darurat,
bantuan kemanusiaan, mitigasi, rehabilitasi, dan
perencanaan. Perempuan akan memainkan
peran langsung dalam pengelolaan bencana dan
sebagai hasilnya kontribusi perempuan terhadap
pengurangan risiko bencana akan meningkat.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dari implemen-
tasi kebijakan pengurangan risiko bencana
terhadap perempuan mampu meningkatkan
kapasitas perempuan untuk dapat memantau,
mengevaluasi, dan memastikan keberlanjutan
upaya pengurangan risiko bencana. Dengan
demikian, perempuan dapat survive terhadap
bencana yang terjadi dan dapat mengurangi
dampak bencana.

Peneliti melakukan analisis Bibliometrik
menggunakan VOSViewer terhadap penelitian
sebelumnya. Berikut merupakan temuan yang
diperoleh setelah melakukan analisis:

Gambar 1. Analisis Bibliometrik VOS Viewer

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap
penelitian terdahulu yang dianalisis mengguna-
kan Bibliometrik VOSViewer, dapat diketahui
bahwa penelitian terdahulu pada cluster 1
memfokuskan kajian terhadap Bencana, BPBD,
dan Destana. Selanjutnya, pada cluster yang
berbeda, penelitian sebelumnya hanya berfokus
pada Implementasi dan Program Pengurangan
Risiko Bencana. Dengan demikian, masih minim
penelitian yang memfokuskan kajian pada
implementasi kebijakan pengurangan risiko
bencana terhadap perempuan. Oleh karena itu,
penelitian ini  bertujuan untuk mengisi
kekosongan pada penelitian sebelumnya dengan
memfokuskan kajian pada implementasi
kebijakan pengurangan risiko bencana terhadap
perempuan. Penelitian ini juga digunakan untuk
mendukung dan juga mensukseskan agenda
Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dalam 17 tujuan
atau indikator Sustainable Development Goals
(SDGs). Penelitian ini masuk dalam SDGs tujuan 5

yaitu, adanya Kkesetaraan Gender dalam
pengurangan risiko bencana.
Pemilihan lokasi dilatar belakangi oleh

tingginya indeks risiko bencana di Kabupaten
Bantul yang membuat pemerintah melalui BPBD
memberikan  perhatian penuhnya kepada
kelompok rentan seperti perempuan dalam
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mengurangi risiko bencana. Penelitian ini
menggunakan teori implementasi kebijakan
menurut George Edward III (1980) dengan
menganalisis empat indikator, diantaranya: 1).
Komunikasi; 2). Sumber daya; 3). Disposisi; dan
4). Struktur birokrasi. Dengan demikian
penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu:
Bagaimana implementasi Kebijakan Pengura-
ngan Risiko Bencana terhadap perempuan di
Kabupaten Bantul.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian
kualitatif dan pendekatan studi kasus (Dodgson,
2017). Penelitian kualitatif merupakan data
deskriptif berupa perilaku suatu organisasi
tertentu, individu, masyarakat, dan kelompok
dalam konteks tertentu berdasarkan sudut
pandang yang komprehensif dan utuh (Rukin,
2019). Metode kualitatif dengan pendekatan
studi kasus memberikan kemudahan peneliti
dalam menganalisis lebih mendalam terkait
implementasi kebijakan pengurangan risiko
bencana terhadap perempuan di Kabupaten
Bantul.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara
dua tahap yaitu primer dan sekunder. Data
primer didapatkan dengan cara melakukan
wawancara secara langsung dari tangan pertama
sebagai informan kunci dalam penelitian. Adapun
wawancara dilakukan kepada 1). Kepala Bidang
Kedaruratan, logistik, dan Peralatan; 2). Staf
Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanga-
nan Pasca Bencana; dan 3). Staf Perencanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Bantul pada tanggal 11 November
2022. Selanjutnya data sekunder diperoleh dari
artikel ilmiah, media massa dan dokumen lainnya
yang memiliki relevansi terhadap implementasi
kebijakan dan pengurangan risiko bencana
terhadap perempuan.

Setelah data diperoleh, data dianalisis secara
interaktif melalui tiga tahapan analisis, yaitu:
Pertama, reduksi data atau seleksi data yang
diperoleh sesuai dengan kebutuhan data.
Sehingga proses seleksi data akan mengetahui
kekurangan data yang akan dilakukan kembali
hingga data terkolektifkan dengan lengkap sesuai
dengan kebutuhan data. Kedua, penyajian data
atau data yang telah terkolektifkan dipetakan
dan dianalisis dengan mengacu pada teori
implementasi kebijakan menurut George Edward
[II (1980) yang memiliki 4 indikator. Ketiga,
penarikan kesimpulan atau tahap akhir setelah
proses analisis data untuk melihat hasil dari
proses implementasi kebijakan pengurangan

risiko  bencana
Kabupaten Bantul.

terhadap perempuan di

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Komunikasi

Penyampaian pesan atau informasi dapat
secara langsung maupun melalui saluran atau
media dan disampaikan secara tepat dan jelas.
Dalam penyampaian informasi kebijakan, para
pelaksana kebijakan lebih dahulu mengetahui
apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan
dalam menjalankan suatu kebijakan. Hal
tersebut dilakukan agar tepat sasaran dan
tujuan tercapai sesuai yang diharapkan. Oleh
karena itu, penyampaian komunikasi menjadi
faktor penentu keberhasilan implementasi
kebijakan (Daming et al, 2021). Menurut
George Edward III, terdapat 3 fokus utama
yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan
konsistensi.  Berikut  merupakan hasil
penelitian yang diperoleh peneliti:
a) Transmisi

BPBD Kabupaten Bantul telah berfokus
pada peningkatan peran perempuan dalam
penanggulangan bencana sesuai pada
Rencana Nasional Penanggulangan
Bencana 2020-2024. Dalam hal ini Bidang
Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggu-
langan Pascabencana sebagai komunikator
mengadakan program-program dengan
sasaran kelompok rentan seperti anak-
anak, ibu mengandung atau menyusui,
disabilitas, dan lansia. Program-program
tersebut berupa penyuluhan dan sosialisasi
penanggulangan bencana di satuan
pendidikan dan masyarakat; mengadakan
program pelatihan, pencegahan bencana,
mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana Satuan Pendidikan
Aman Bencana (SPAB); pembentukan tim
siaga bencana dalam SPAB.

Dalam program-program tersebut telah
bekerjasama dengan Forum Pengurangan
Risiko Bencana (FPRB) dan komunitas
perempuan yang ada di Kabupaten Bantul
sebagai upaya mitigasi non-struktural,
yakni Organisasi Istri Prajurit TNI-AD, ibu-
ibu yang tergabung dalam Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Dharma
Wanita. Namun, kerjasama antara BPBD
Kabupaten Bantul dengan komunitas
perempuan belum terikat dengan per-
janjian PKS maupun MoU.
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b) Kejelasan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan
disampaikan oleh Bidang Pencegahan,
Kesiapsiagaan dan juga Penanggulangan
Pascabencana sudah jelas dan berjalan
secara optimal. Hal tersebut sudah terbukti
dengan adanya Sekolah SPAB yang telah
terbentuk berjumlah 33 sekolah sejak
tahun 2008-2022, serta sosialisasi dan
pelatihan di setiap Kalurahan yang ada di
Kabupaten Bantul.

c) Konsistensi:

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan
Penanggulangan  Pascabencana  sudah
cukup konsisten dalam penyampaian infor-
masi dalam setiap program-programnya
dan terbukti di dalam RENJA BPBD
Kabupaten Bantul Tahun 2023. BPBD
Kabupten Bantul konsisten menyampaikan
rencana kegiatan yang akan dilakukan dan
informasi kegiatan yang telah dilakukan di
media sosial seperti Youtube, Instagram,
Facebook dan Twitter serta di laman
website BPBD Kabupaten Bantul
https://bpbd.bantulkab.go.id/.

Selain itu, BPBD Kabupaten Bantul BPBD
Kabupaten Bantul juga konsisten melibatkan
perempuan di dalam setiap program-
programnnya yang memiliki tujuan untuk
meningkatkan peran serta perempuan dalam
pengambilan keputusan, memiliki keteram-
pilan dan juga pengetahuan mengenai
kesiapsiagaan dari tahap pra bencana hingga
pasca bencana, perempuan dapat mengetahui
dan mengkomunikasikan kebutuhan pada saat
pra bencana hingga pasca bencana, serta
dapat mengatasi, mengurangi kerugian dan
kerusakan lebih lanjut. Perempuan dinilai
menjadi penyalur informasi yang baik bagi
keluarga dan lingkungan sekitar atau tetangga.

. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penting yang
berperan dalam pelaksanaan suatu kegiatan
dalam kebijakan. Secara tidak langsung keber-
hasilan pelaksanaan implementasi kebijakan
bergantung pada sumber daya. Kegiatan untuk
mengimplementasikan kebijakan akan
terhambat jika tidak ada dukungan sumber
daya. Dalam hal ini, sumber daya memiliki 4
fokus utama, yaitu:
a) Sumber Daya Manusia

BPBD Kabupaten Bantul memiliki
kualitas SDM pegawai yang cukup baik. Staf

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian telah
menyampaikan bahwa berdasarkan data
pegawai per 31 Agustus 2023, para
pegawai di BPBD Kabupaten Bantul
didominasi oleh lulusan sarjana. Para
pegawai sudah memiliki keahlian khusus
dan selalu mengikuti pelatihan-pelatihan
dasar. Mengacu pada Peraturan Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) No 13 tahun 2014 tentang
Pengarusutamaan Gender, dalam mening-
katkan peran perempuan diberbagai
kegiatan maupun program-program
penanggulangan bencana pada masing-
masing bidang di BPBD Kabupaten Bantul
telah didukung dengan adanya komitmen
dari pimpinan; SDM; anggaran setiap
program; adanya peran serta relawan
dalam  kegiatan sosialisasi, edukasi,
pelayanan informasi, dan pelatihan; serta
tersedianya peralatan-peralatan penunjang
kegiatan.
b) Sumber Daya Anggaran

pada Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) No 13
tahun 2014 tentang Pengarusutamaan
Gender telah mengintegrasikan pendekatan
gender pada bidang penanggulangan
bencana salah satunya perencanaan dan
penganggaran responsif gender. anggaran
yang digunakan dan dikhususkan untuk
memenuhi  kebutuhan laki-laki dan
kebutuhan perempuan dengan adil. Dengan
demikian, anggaran untuk laki-laki dan
perempuan berbeda atau terpisah.
Pemisahan tersebut dilakukan karena
perempuan membutuhkan pengawasan
dan perhatian khusus sehingga anggaran
tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar perempuan pada saat
sebelum bencana, saat terjadinya bencana
dan pasca bencana. Kebutuhan dasar
perempuan diantaranya sandang, pangan,
pelayanan psikososial, pelayanan
kesehatan, air bersih dan sanitasi serta
penampungan dan tempat hunian.

Berdasarkan Catatan Laporan Keuangan
BPBD Kabupaten Bantul tahun anggaran
2023 belum ada yang mengarah pada
anggaran khusus perempuan. Anggaran
khusus perempuan dan laki-laki belum
dibedakan atau masih secara general. Hal
tersebut belum dilakukan karena akan
memakan waktu yang lama untuk
memisahkan anggaran khusus laki-laki dan
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perempuan sehingga BPBD Kabupaten
Bantul memilih untuk tetap menganggar-
kan secara umum dan tetap merata sesuai
porsinya.

Mengacu pada anggaran spesifik gender,
staf Perencanaan dan Penganggaran BPBD
Kabupaten Bantul memiliki rencana untuk
memisahkan anggaran atau menganggar-
kan secara khusus untuk perempuan dan
anggaran khusus untuk laki-laki pada tahun
2023 mendatang meskipun memiliki
tahapan yang panjang dan sulit. BPBD
Kabupaten  Bantul akan melakukan
pendataan dan setelah data terkumpul
akan merealisasikan pemisahan anggaran
khusus antara laki-laki dan perempuan.
Selain itu, BPBD Kabupaten Bantul sudah
menyediakan beberapa kebutuhan perem-
puan yakni: Pertama, pada saat sebelum
terjadinya bencana dilakukan sosialisasi
dengan sasaran kelompok rentan seperti
perempuan, lansia, anak-anak, dan
disabilitas. Kedua, pada saat terjadinya
bencana BPBD Kabupaten Bantul menye-
diakan sarana prasarana dan logistik.
Ketiga, saat setelah terjadinya bencana
BPBD Kabupaten Bantul melakukan
rehabilitasi dan pemulihan kepada korban
bencana.

Sumber Daya Kewenangan

Pada setiap bidang di BPBD Kabupaten
Bantul telah memiliki tupoksi tersendiri
guna mendukung dan meningkatkan peran
perempuan dalam pengurangan risiko
bencana melalui program-program.
Pertama, Sekretariat melakukan peren-
canaan dan juga penganggaran seperti
pengadaan kendaraan dinas maupun
lapangan, penyediaan peralatan rumah
tangga, fasilitasi kunjungan tamu, jasa
komunikasi, jasa pelayanan umum, dan
penyelenggaraan rapat koordinasi. Kedua,
Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan
Penanganan Pascabencana melakukan
edukasi, sosialisasi, pelatihan, penyebaran
informasi, komunikasi dan menyediakan
peralatan guna untuk perlindungan dan
kesiapsiagaan bencana. Ketiga, Bidang
Kedaruratan, Logistik dan Peralatan mela-
kukan penyediaan logistik dan peralatan;
pencarian, pertolongan, dan evakuasi; serta
respon cepat terhadap kejadian luar biasa
(wabah), darurat bencana alam dan
bencana non alam. Keempat, Bidang
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

diantaranya melakukan pemberdayaan
masyarakat dan relawan kebakaran melalui
sosialisasi serta penyediaan sarana pra-
sarana, serta melakukan operasi pencarian,
pertolongan, dan penyelamatan kepada
masyarakat yang berada dalam kondisi
bahaya.

d) Sumber Daya Peralatan

Bidang Kedaruratan, Logistik dan
Peralatan telah menyediakan sarana
prasarana, akses fisik dan non-fisik yang
mudah dijangkau oleh masyarakat pada
saat pra bencana hingga pasca bencana.
Penyediaan akses fisik dan akses non-fisik
bertujuan untuk mengurangi risiko
bencana pada masyarakat Kkhususnya
kelompok rentan, dapat meningkatkan
kapasitas masyarakat dan pemerintah
dalam menghadapi bencana di Kabupaten
Bantul dengan membangun infrastruktur.
Akses fisik yang telah dibangun seperti
tempat penampungan sementara, shelter,
dapur umum, wc umum, Pos SAR, Tower
Early Warning System (EWS), tempat
relokasi, jembatan, dan logistik.

Dalam akses fisik tersebut, perempuan
banyak memainkan perannya di dapur
umum. Sehingga perempuan Kkurang
mendapatkan akses untuk memenuhi
kebutuhan khusus dalam pengelolaan
tempat pengungsian. Hal tersebut dibukti-
kan dengan belum terdapat pengaturan
tata letak untuk membuat sekat pemisah
antara laki-laki dengan perempuan atau
sekat untuk satu keluarga, WC terpisah, dan
ruang bagi ibu menyusui.

BPBD Kabupaten Bantul memiliki unit
Satgas yaitu Pusdalops-PB, TRC dan 7 Pos
Pemadam Kebakaran dengan sarana
prasarana yang memadahi. Sarana pra-
sarana tersebut diantaranya mobil damkar,
mobil tangki air, perahu orange, rangger,
mobil pick up, kendaraan evakuasi roda
tiga, dan perahu karet. Sedangkan akses
non-fisik yang telah diberikan oleh Bidang
Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanga-
nan Pascabencana kepada masyarakat
khususnya kelompok rentan di Kabupaten
Bantul yaitu penyuluhan dan sosialisasi
penanggulangan bencana di satuan
pendidikan dan masyarakat, mengadakan
program pelatihan, pencegahan bencana,
mitigasi bencana, Kkesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana, membentuk
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KALTANA, SPAB, membentuk tim siaga
bencana dalam SPAB, dan PRB.

3. Disposisi

Dalam mengimplementasikan kebijakan
dapat dikatakan efektif maupun berhasil
apabila para pelaksana kebijakan tidak hanya
paham apa yang harus dilakukan tetapi juga
wajib memiliki kemauan dan skill dalam
pelaksanaannya (Ramdhani & Ramdhani,
2017). Maka fengan demikian disposisi
berpengaruh besar terhadap keberhasilan
implementasi kebijakan dengan memperhati-
kan efek disposisi dan pengaturan birokrasi.

Dalam implementasi Kebijakan Pengura-
ngan Risiko Bencana terhadap perempuan di
Kabupaten Bantul, BPBD Kabupaten Bantul
sudah cukup baik, adanya komitmen, dan
bersedia mensukseskan program-program
yang melibatkan perempuan serta selalu siap
siaga terhadap bencana yang mengancam
masyarakat. Tanggung jawab pegawai BPBD
Kabupaten Bantul sudah sesuai tupoksinya.
Budaya saling bantu membantu antar bidang
dan pada masing-masing pegawai masih
melekat. BPBD Kabupaten Bantul sudah
memberikan ruang kepada perempuan untuk
ikut dan hadir di setiap program-program dan
kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah
Kabupaten Bantul, DPRD Kabupaten Bantul
maupun dari BPBD Kabupaten Bantul sendiri.
Namun sebagian kegiatan yang berada di
lapangan berdasarkan tingkat kehadiran
masih didominasi oleh pegawai laki-laki.

. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi penentu apakah
dalam implementasi kebijakan sudah efektif
atau belum efektif. Apabila belum efektif

berarti terdapat ketidakefisienan dalam
struktur birokrasi itu sendiri. Meskipun
sumber daya lengkap dan banyaknya

pelaksana kebijakan yang paham dengan apa
yang harus dilakukan akan terhambat apabila
struktur birokrasinya lemah. Dengan kata lain,
kebijakan membutuhkan kerjasama banyak
pihak, akan tetapi ketika struktur birokrasi
lemah akan menyebabkan semua sumber daya
tidak efektif dan akan menghambat
pelaksanaan kebijakan (Seputra, 2020). Dalam
struktur birokrasi memiliki 2 karakteristik
yang mencolok, yaitu Standart Operational
Procedure (SOP) dan fragmentasi.
Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

IV.

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerabh,
masing-masing bidang BPBD Kabupaten
Bantul terdapat pegawai yang sudah di-
tempatkan sesuai dengan keahliannya. BPBD
Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Sub
Urusan Bencana memiliki 2 unit Satuan Tugas
(Satgas). Sesuai dalam struktur kelembagaan,
bidang teknis menjadi koordinator Satgas
namun dapat bertugas langsung dengan
sistem komando atas perintah Komandan
Penanganan Darurat Bencana berdasarkan
SOP yang tercantum dalam Sistem Komando
Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). Unit
pelayanan Satgas di BPBD Kabupaten Bantul
yaitu Pusdalops-PB dan TRC.

Dalam implementasi kebijakan Pengura-
ngan Risiko Bencana, BPBD Kabupaten Bantul
telah menggandeng aktor-aktor di setiap
program dan kegiatannya, diantaranya: BPBD
Kabupaten Bantul bekerjasama dengan DPRD
Bantul, sekolah, guru, wali murid, dan FPRB
dalam program pemberdayaan masyarakat

yaitu pencegahan dan penanggulangan
bencana melalui sosialisasi dan edukasi di
tingkat sekolah; Pengukuhan KALTANA

merupakan hasil kerjasama antara BPBD
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemkab
Bantul melalui BPBD Kabupaten Bantul;
melakukan koordinasi penanganan darurat
bencana Gempa Bantul dengan Deputi Bidang
Penanganan Darurat Bencana BNPB, Deputi
Bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca
Bencana Kemenko PMK, BPBD DIY, Pemprov
DIY, Pemkab Bantul, BPBD Kabupaten Pacitan,
dan Pemkab Gunung Kidul; berkoordinasi
dengan TNI/Polri, FPRB, dan relawan lainnya
dalam perbaikan rumah rusak akibat gempa;
adanya Izin Siaran Radio (ISR) untuk EWS
merupakan hasil dari kerja sama dengan
Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul;
ikut terlibat dalam Workshop bertema
Integrasi Gender dalam Bencana bersama

Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Masyarakat (BPPM) dengan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) Aksara; dan

bekerjasama dengan FPRB, Linmas, perangkat
desa, lurah di Kabupaten Bantul serta BMKG
di setiap kegiatan pelatihan, sosialisasi,
monitoring dan evaluasi.

SIMPULAN DAN SARAN

. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang
telah dianalisis dapat ditarik kesimpulan
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bahwa implementasi kebijakan Pengurangan
Risiko terhadap perempuan yang dilakukan
BPBD Kabupaten Bantul sudah cukup baik,
namun belum bisa dinilai sempurna. Dalam
indikator komunikasi ditemukan bahwa
belum ada perjanjian formal seperti
menggunakan PKS ataupun MoU dengan
Komunitas Perempuan di Kabupaten Bantul
dalam upaya mitigasi non-struktural. Dalam
indikator sumber daya belum ada pemisahan
anggaran antara laki-laki dan perempuan.
Dalam indikator sumber daya peralatan
perempuan kurang mendapatkan akses dalam
pengelolaan tempat pengungsian karena
perempuan lebih banyak berperan di dalam
dapur umum. Hal tersebut dibuktikan dengan
belum ada pengaturan tata letak seperti sekat
pemisah antara laki-laki dengan perempuan
atau sekat untuk satu keluarga, WC terpisah,
dan sekat bagi ibu menyusui. Dalam indikator
disposisi pada tingkat kehadiran dalam
kegiatan-kegiatan di lapangan masih di
dominasi pegawai laki-laki. Pada indikator
struktur birokrasi terlihat bahwa dalam
penanganan bencana didominasi oleh
pemerintah dan stakeholder lain. Sehingga
akses atau keterlibatan perempuan dalam
penanganan bencana menjadi kurang. Selain
itu, kurangnya program dan kebijakan tentang
penanganan bencana yang mengarah pada
sensitif gender.

B. Saran

Peneliti menyarankan pertama, adanya
perjanjian Kkerjasama secara formal meng-
gunakan PKS ataupun MoU dengan komunitas
perempuan dalam upaya mitigasi non-
struktural melalui pemberdayaan perempuan
yang dikemas dalam bentuk sosialisasi,
pendampingan dan pengenalan terhadap
situasi dan kondisi lingkungan serta respon
terhadap bencana. Kedua, mengoptimalkan
peran perempuan dalam setiap program-
program maupun Kkegiatan pengurangan
risiko bencana. Ketiga, lebih meningkatkan
komitmen dengan Pemerintah Kabupaten
Bantul dalam pengurangan risiko bencana
terhadap perempuan khususnya pada
lembaga-lembaga penentu kebijakan untuk
mengatur kebijakan yang spesifik mengarah
pada anggaran target gender dan kebijakan
terkait pengaturan tata letak di pengungsian.
Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan
bagi pemerintah dan BPBD di wilayah lainnya
dalam menyusun program-program dan
kebijakan-kebijakan yang berfokus pada

pengurangan risiko bencana terhadap
perempuan. Bagi peneliti yang melakukan
penelitian sama diharapkan dapat melengkapi
kekurangan-kekurangan dari penelitian ini.
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